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BAB II

UPAH DAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

A. Konsep dan Teori Upah

1. Definisi upah

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling

penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat

berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanan dan

kerjanya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau

perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah.

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang

dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti

faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang

disebut upah.1 Sementara Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai

pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan

diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.2 Sedang T. Gilarso

memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja

manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur,

tunjangan, dan lain-lain.3

Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang

Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1

1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. Jilid. 2, 361
2 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), 350
3 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 211
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Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.4

Selain upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk

makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli

ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. Namun dalam manajemen

sumber daya manusia modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak

digunakan. Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku mereka

menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut mereka

merupakan salah satu komponen imbalan, disamping imbalan yang dalam

bentuk lain seperti insentif, bonus, remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial

lainnya.5

Kompensasi, menurut Handoko, sebagaimana dikutip oleh Edy

Sutrisno, adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas

jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam

bentuk: pertama pemberian uang, seperti gaji, tunjangan dan insentif, kedua

pemberian material dan fasilitas, dan ketiga pemberian kesempatan berkarir.

Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja secara

4 Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
5 Lihat: Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 116-127;
Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 252-284
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periodik, sedang upah adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan  hasil

kerja tertentu, tidak secara periodik. Tunjangan adalah kompensasi yang

diberikan perusahaan kepada karyawannya, karena karyawan tersebut

dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan

perusahaan. Sedang insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada

karyawan tertentu, karena keberhasilan atau prestasinya.6

Sedang Veithzal Rivai mengatakan bahwa kompensasi adalah sesuatu

yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada

perusahaan. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial dan kompensasi non

finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak

langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari upah, gaji, bonus atau

komisi. Sedang kompensasi finansial tidak langsung terdiri dari semua

pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung, yang

meliputi: liburan, berbagai jenis asuransi, jasa dan lain sebagianya. Sedang

kompensasi non finansial seperti pujian, menghargai diri sendiri, dan

pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktivitas

dan kepuasan.7

Dalam disertasi ini, peneliti menggunakan kata upah, dari pada kata

imbalan dan kompensasi. Penggunaan istilah ini dengan pertimbangan bahwa

istilah upah ini yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan dalam regulasi

peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan di Indonesia.

6 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2011), 183
7 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktek
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 357
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2. Jenis-jenis upah

a. Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran.

Dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara

pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti PNS)

dengan pekerja kasar. Dua jenis pendapatan pekerja tersebut

dinamakan upah. Karena itu pengupahan kepada tenaga kerja dapat

diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah.

Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan

pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional

seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta,

manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya

dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai

pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu

berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang

batu dan buruh kasar. Namun dua jenis imbalan tersebut masuk dalam

kategori upah menurut definisi ilmu ekonomi.8

a. Pembagian upah dari segi upah nominal dan upah riil.

Dalam jangka panjang, kecenderungan yang berlaku adalah

keadaan harga-harga dan upah terus meningkat. Namun kenaikan

tersebut tidak secara serentak atau dalam tingkat yang sama.

Perubahan yang berbeda inilah yang menimbulkan kesulitan untuk

mengukur sejauh mana kenaikan tingkat upah merupakan kenaikan

8 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi , 350
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tingkat kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Oleh karena itu dalam

teori penentuan upah di pasar tenaga kerja, upah dibagi menjadi upah

nominal dan upah riel. Upah nominal adalah jumlah uang yang

diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas

tenaga pekerja, baik mental maupun fisik, yang digunakan dalam

proses produksi. Sedang upah riil adalah tingkat upah pekerja yang

diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang

dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. 9

3. Sistem Upah

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk

memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang

terpenting adalah:

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan

dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak

sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya

dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

b. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja

melakukan pekerjaan bagi majikan, bisa dihitung perjam, perhari ,

perminggu atau perbulan. System ini terutama dipakai untuk jenis

pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong. Cara ini

9 Ibid., 351
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memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak

tergesaa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan

karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk

suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini

kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu

kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas

jasa, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksanan. Misalnya

untuk peembangunan gedung, pembuatan sumur dan lainnya.

d. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan

upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu

atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang

lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya

untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik

dan lain sebagainya.

e. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha

keluarga, namun juga di kenal di luar kalangan itu, yang mana

karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan,
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bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut

menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil.10

4. Teori Penentuan Upah dalam ekonomi konvensional

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah

atau sistem perekonomian negara tersebut. Selama ini teori yang

mendasari pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi

dua teori ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Mark mengenai teori

nilai dan pertentangan kelas, dan (2) berdasarkan pada teori pertambahan

produk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem

pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut

paham sosialis, sedang sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara

berpaham kapitalis. 11

Diantara dua kutub ekstrim tersebut, terdapat beberapa teori

tentang pengupahan, yang masing-masing punya kelebihan dan

kekurangan. Teori-teori pengupahan dalam ekonomi konvensional tersebut

antara lain adalah:

a. Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas

Teori nilai Karl Mark berpandangan bahwa hanya buruh yang

merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada

nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk

memproduksi barang tersebut. Karl marx berpandangan bahwa upah

10 T. Gilarso, Pengantar, 216-217
11 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 137
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pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per-hari. Misal mereka

bekerja selama 8 jam per-hari dan mengeluarkan energi 3  piring

makanan sehat. Bila mereka mendapat upah perhari tidak cukup untuk

membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi dan berarti mereka

diperbudak. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring

makanan, maka mereka tetap rugi, sebab waktu mereka habis percuma.

Bila upahnya lebih dari cukup, maka barulah mereka dikatakan untung

secara materi. Kenyataannya buruh sering dibayar rendah sehingga

tidak cukup untuk mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Jika

buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam perhari, tapi diberi

upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi yang 2

jam tidak terbayar. Energi yang tidak terbayar ini disebut dengan nilai

lebih menurut karl Marx. Nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh

kaum pekerja secara terpaksa melampaui yang dibutuhkan.12

Di sisi yang lain, upah Karl Mark juga didasarkan pada teori

pertentangan kelas. Dalam hal ini Karl Marx berkeyakinan adanya

pertentangan kepentingan antara kaum buruh dan kapitalis, yang mana

kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk

mengurangi penggunaan buruh yang berakibat meningkatnya

penawaran di pasar kerja sehingga upah cenderung menurun.

Konsekuensi dari pada sistem yang demikian ini, maka tiada jalan lain

12 Andi M Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis
(Yogyakarta: LKIS, 2004), 152
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bagi buruh kecuali untuk bersatu merebut kapital dari pengusaha

menjadi milik bersama.

Implikasi pandangan Marx tersebut dalam sistem pengupahan

dan pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, baik jenis maupun jumlahnya

hampir sama. Begitu juga nilai (harga) setiap barang hampir sama,

sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama

2) Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu

menjamin peningkatan produktifitas kerja dan pendapatan nasional

3) Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap

orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.13

Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark, tingkat upah

dalam sistem ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima

oleh seorang pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah

pada dasarnya adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat

beraspek ekonomi, politik atau lainnya. Upah yang ditetapkan bisa saja

berada di atas atau di bawah harga pasar (market wage), seandainya

mekanisme pasar tenaga kerja yang bebas dilakukan. Meskipun tujuan

utama sosialisme adalah memberikan tingkat kesejahteraan yang merata

bagi masyarakat, namun dalam dunia nyata nasib para pekerja tidak

lebih baik dibandingkan dalam kapitalisme.

13 Sony Sumarsono, Ekonomi Manajemen, 138
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b. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka

memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-

faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan

hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan

sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil

marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori

produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang

dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan

tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh

faktor produksi tersebut.14

Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah Marginal Product of

labour (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan

sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan

klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima

oleh tenaga kerja (MPL = W/P). Teori ini didasarkan pada asas nilai

pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan

imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari

karyawan.

Dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional upah riil sangat

tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan

14 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, 331
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dengan menggunakan teori permintaan ke atas produksi, sebagaimana

gambar berikut:

Tingkat upah

W1 --------------------------- E1

W0 --------------------------- E0

MRP1 = D1

MRP0 = D0

S Jumlah tenaga kerja

Gambar 2.1:
Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja15

Kurva  MRP0 = D0 dan   MRP1 = D1 menunjukkan hasil penjualan

marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, yang

nilainya ditentukan oleh MPP (produksi fisik marginal) dan harga barang.

Keadaan kurva MRP1 berada di atas MRP0 berarti pada setiap tingkat

penggunaan tenaga kerja hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh

MRP1 adalah lebih tinggi dari pada hasil penjualan marjinal yang

digambarkan oleh MRP0. Apabila dimisalkan harga barang di dua keadaan

itu adalah sama, kedudukan MRP1 yang lebih tinggi dari MRP0

mencerminkan perbedaan produktifitas. Jumlah penawaran tenaga kerja di

pasar ditunjukkan oleh kurva S, yang memotong MRP0 di titik E0 dan

memotong MRP1 di tiitik E1. Apabila permintaan tenaga kerja adalah

15 Ibid., 353
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MRP0 = D0, upah tenaga kerja adalah W0, sedang permintaan tenaga kerja

adalah MRP1 = D1 maka tingkat upah adalah W1.16

c. Teori upah berdasar batas kebutuhan hidup minimum pekerja

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja ini

merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan

oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandangan

bahwa harga suatu kerja ‘upah’ pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja

(nafaqah al-‘amal). Oleh karena itu upah harus sama dengan harga

kebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi

tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan.

Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi

tanggungjawab kepala keluarga. Pengikut pendapat ini berpandangan

bahwa kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada pertambahan

penduduk. Kelebihan upah di atas kebutuhan barang dan jasa akan

berakibat bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Efek

selanjutnya, pertambahan anggota keluarga akan berakibat pada

meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya

tingkat upah.

Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan

hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan

keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan

menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mempersedikit

16 Ibid.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45

jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah anggota

keluarga mengecil dan jumlah penawaran tenaga kerja menurun pada masa

akan datang. Penurunan penawaran tenaga kerja ini akan berpengaruh

pada kenaikan tingkat upah pada masa yang akan datang yang akan

berpengaruh pada perbaikan tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan

anggota keluarga serta meningkatnya penawaran tenaga kerja, begitu

seterusnya.

Teori ini dibantah karena hanya fokus pada sisi penawaran tenaga

kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal

penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat

permintaan tenaga kerja, keahlian pekerja, kreativitas dan

produktivitasnya, perlindungan hokum dan hak pekerja dan lain-lain. 17

d. Teori upah berdasar keuangan perusahaan

Teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh

jumlah penduduk yang membutuhkan kerja  dan jumlah keuangan (modal)

yang disediakan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Teori ini

dibantah karena fokus pada pihak perusahaan atau permintaan tenaga

kerja, tanpa melihat penawaran tenaga kerja. Disamping itu perusahaan

dalam melaksanakan penggajian atas pekerjanya tidak harus tergantung

dari keuangan yang ada, karena ada cara lain yang dimungkinkan, seperti

pinjaman perbankan dan lain sebagainya.18

17 Ismā’īl Ibrāhim al-Badawi, al-Tawzī’ wa al-Nuqūd fī al-Iqtiṣād al-Islāmi wa al- Iqtiṣād al-
Waḍ’ī (Kuwait: Authorship Translation & Publication Committee, Kuwait University, 2004), 79-
81
18 Ibid., 81-82
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e. Teori upah berdasar daya beli.

Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya

kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga

yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan. Di sisi lain kaum

pekerja dan keluarganya adalah salah satu konsumen terbesar produk-

produk tersebut. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan berpengaruh

pada kenaikan tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya

penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas

barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini

berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas

barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omzet dan

keuntungan perusahaan.

Pendukung teori ini menyatakan jika daya beli masyarakat atas

barang turun sedang tingkat upah tetap, maka biaya produksi akan naik,

karena tenaga kerja adalah unsur utama produksi. Penurunan daya beli

akan berpengaruh pada penurunan produksi. Jika tingkat upah tidak

diturunkan maka berakibat pada meningkatnya biaya produksi sehingga

harga barang akan naik dan berakibat hilangnya daya beli pasar sama

sekali.19

f. Teori upah substansi

David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan

teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah

19 Ibid., 84-85
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pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung

melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas

kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya tingkat kelahiran meningkat dan

selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja

yang mencari lapangan pekerjaan. Kondisi ini akan berlanjut sampai para

pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat substansi.

Ketika upah berada di tingkat substansi, para pekerja sedikit melakukan

pernikahan dan jumlah kelahiran sedikit yang berakibat menurunnya

angkatan kerja. Penurunan angkatan kerja menjadikan upah naik.

Demikian terus-menerus upah akan naik dan turun berkisar di atas dan

bawah upah substansi.20

g. Teori upah berdasar penawaran dan permintaan.

Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti

keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik

penawaran dan permintaan dalam satu industri maupun dalam satu

perusahaan. Penawaran kerja dalam industri bersifat fleksibel. Tenaga

kerja bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bahkan bisa

berpindah dari satu industri ke industri lainnya. Tetapi penawaran tenaga

kerja dalam masyarakat secara keseluruhan tergantung pada berbagai

unsur, baik politik maupun sosial ekonomi, seperti pertumbuhan

20 Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 224
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penduduk, tingkat tenaga kerja produktif,  lapangan kerja yang tersedia,

adat dan kebiasaan masyarakat dan lain-lain.21

Tingkat upah dalam pandangan teori ini akan ditentukan

berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga

kerja. Oleh karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti

barang-barang modal, maka hukum permintaan dan penawaran barang

akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja

berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat

upah akan rendah, begitu pula sebaliknya. Kenaikan atau penurunan

permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan

berpengaruh pada tingkat upah.

Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki

peluang untuk menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi

titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar.

Tetapi, dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian

kapitalis seringkali menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan

tenaga mesin dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi subtitusi bagi

tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk

memaksimumkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen

untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki

produktifitas tinggi. Dengan alasan ini banyak produsen yang mengganti

tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan

21 Ibid., 85-86
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terhadap tenaga kerja semakin menurun, yang akibatnya tingkat upah

tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing

dengan mesin. 22

Penyamaan pasar tenaga kerja dengan pasar barang dalam

menjadikan penawaran dan permintaan sebagai parameter penetapan harga

dan upah menuai kritikan. Kritikan tersebut disebabkan oleh beberapah hal

berikut:

Pertama, teori ini menuntut kemudahan penerapan teori nilai (al-

qīmah) dalam pasar tenaga kerja. Padahal teori nilai tersebut sulit dalam

penerapannya, karena pasar tenaga kerja mempunyai karakteristik yang

berbeda dengan pasar barang. Perbedaan tersebut antara lain dilihat dari

dua sisi: 1). Pekerja menjual tenaga dan usahanya sementara dirinya tetap

dalam keadaan merdeka (bebas), sedang barang ketika diperjual belikan

tidak merdeka dan menjadi milik sepenuhnya si pembeli; 2). Sulit untuk

menyimpan unsur tenaga kerja di pasar. Tenaga kerja tidak akan

menyimpan tenaganya pada saat upahnya rendah dan menunggu

membaiknya kondisi. Hal ini berbeda dengan pasar barang yang

dimungkinkan menunda penjualan pada saat harga rendah.

Kedua, adanya perbedaan yang jelas antara unsur-unsur yang

mempengaruhi penawaran tenaga kerja dengan unsur-unsur yang

mempengaruhi penawaran dan harga di pasar barang.

22 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Jogjakarta: Ekonisia, 2003), 225-227
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Ketiga, pekerja dalam pasar tenaga kerja merepresentasikan pihak

yang lemah dalam menghadapi para pemilik modal yang seringkali

menghadapi berbagai eksploitasi dalam sistem kapitalis. Banyak pekerja

yang mendapat upah yang menjadi haknya jauh dibawah kelayakan.

Padahal teori ini mensyaratkan kesetaraan dan kesamaan kekuatan antara

penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini jauh dari realitas, ketika

organisasi serikat pekerja tidak ada atau lemah, maka keuntungan ada di

pihak pemilik modal.

Keempat, sulitnya memenuhi penawaran tenaga kerja pada saat

perubahan permintaan. Oleh karena penurunan permintaan secara global

atas tenaga kerja  pada saat resesi atau kemandegan ekonomi  akan diikuti

dengan penurunan tingkat upah.23

Memang dalam kenyataan saat ini penentuan upah tidaklah

mengikuti cara yang ekstrim seperti di atas. Dalam perekonomian

kapitalisme juga sering dijumpai intervensi pemerintah dalam wujud

penentuan kebijakan pengupahan (seperti kebijakan upah minimum) dan

jaminan sosial-keselamatan bagi pekerja. Kesejahteraan masyarakat juga

ditingkatkan dengan cara pemberian tunjangan sosial. Demikian juga

dalam ekonomi sosialis saat ini kebanyakan juga telah mengkombinasikan

dengan unsur-unsur pasar. Penentuan tingkat upah, dengan sendirinya juga

mempertimbangkan unsur pasar. Tetapi dalam perekonomian kapitalisme

23 Ismā’īl Ibrāhim al-Badawi, al-Tawzī’ wa al-Nuqūd, 87-88
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peranan mekanisme pasar dalam penentuan upah tetap dominan sementara

dalam sosialisme peranan pemerintah juga tetap dominan.

Dalam perkembangan kontemporer muncul seruan untuk

menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok pekerja sebagai standar minimal

upah. Cascio dan Robbins, sebagaimana dikutip Edy Sutrisno mengatakan

bahwa agar efektif, kompensasi (upah) seharusnya dapat memenuhi

kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan

eksternal, dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu.24

Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah dalam ekonomi

konvensional kontemporer terjadi kombinasi antara standar kebutuhan

pokok minimal dengan mekanisme pasar. Ketika mekanisme pasar

menghasilkan tingkat upah di bawah kebutuhan pokok minimum pekerja,

pemerintah harus menetapkan tingkat upah minimum yang memenuhi

standar kebutuhan pokok pekerja.

Dalam ekonomi konvensional, terdapat sejumlah faktor yang

mempengaruhi tingkat upah. Pada awalnya, banyak penelitian analisis

faktor –faktor penentu dan perbedaan tingkat upah disebabkan faktor

modal manusia. Teori modal manusia sering digunakan dalam model

ekonomi untuk menjelaskan keadaan pasar tenaga kerja. Model modal

manusia yang dikembangkan Schultz, Becker dan Mincer menggunakan

pendekatan neoklasik, yaitu pekerja dibayar berdasarkan nilai output

24 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya, 186
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marginal-nya. Perbedaan upah disebabkan perbedaan daya output marginal

buruh atau produktivitas.

Pada awalnya model modal manusia hanya menilai kenaikan

produktivitas pekerja melalui pendidikan. Artinya pendidikan akan

mempengaruhi produktifitas dan upah pekerja. Namun perkembangan

seterusnya faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat upah tidak hanya

disebabkan oleh modal manusia, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti

ciri-ciri individu, jenis pekerjaan, keluarga, ras, status pekerja dan lokasi.25

Para ekonom berbeda-beda dalam menyebut faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat upah. Menurut Ismail Nawawi upah tenaga kerja

yang diberikan dipengaruhi oleh faktor-faktor: 1). Biaya keperluan hidup

pekerja dan keluarganya; 2). Peraturan perundang-undangan yang

mengikat tentang upah minimum pekerja; 3). Produktivitas marginal

tenaga kerja; 4). Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan

serikat pengusaha; 5). Perbedaan jenis pekerjaan.26 Sedang menurut

Suwatno, faktor yang mempengaruhi kompensasi antara lain: 1).

Produktivitas; 2). Kemampuan untuk membayar;  3). Kesediaan untuk

membayar; 4). Penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan; 5). serikat

pekerja.27

25 Buya al Ghazali, Wahyuddin dan Rina Trisnawati, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Upah pada Auditor Sektor Publik (Pemerintah)”, Daya Saing, Jurnal Ekonomi Manajemen
Sumber Daya, Vol. 13, No. 2 (Desember 2012), 67
26 Ismail Nawawi Uha, Manajemen Sumber Daya Manusia,  Buku 1 (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka
Jaya, 2014), 188
27 Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis (Bandung:
Alfabeta, 2012), 225-231
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Sedang menurut Widyatmini, faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat harga adalah:  (1) Peraturan pemerintah; (2) Adanya serikat buruh;

(3) Kemampuan membayar perusahaan; (4) Situasi keuangan dan laba

perusahaan.28 Sedang T. Gilarso berpendapat setidaknya ada beberapa hal

yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang berlaku dalam

masyarakat, yaitu : (1) Produktifitas kerja; (2) Tingkat harga; (3) Struktur

ekonomi nasional; (4) peraturan pemerintah; dan (5) keadilan dan

perikemanusiaan.29

Oaxaca mengatakan bahwa faktor yang menentukan tingkat

perbedaan upah tenaga kerja diukur dari, antara lain, lama seseorang

menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, kelas pekerja

(lembaga pemberi kerja berserikat atau tidak), industri (besar dan kecilnya

perusahaan atau instansi), jabatan, waktu (curahan bekerja secara penuh

atau paruh waktu), kesehatan pekerja, migrasi (lama tinggal di lokasi

kerja), status perkawinan, ukuran wilayah (luas daerah dengan skala

interval tertentu), daerah (klasifikasi daerah atau lokasi industry dalam

suatu negara atau populasi).30

Menurut Sadono Sukirno faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

upah ada lima, yaitu: 1). Perbedaan corak permintaan dan penawaran

dalam berbagai jenis penawaran pekerjaan dan tenaga kerja. 2). Perbedaan

corak pekerjaan, seperti pekerjaan ringan dan mudah dikerjakan tingkat

28 Widyatmini, Pengantar Bisnis (Jakarta: Gunadarma, 1994,) 48
29 T Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi, 215-216
30 Oaxaca, R.L & Ransom, M.R. “Male-Female Wage Differentials in Urban Labour Markets”.
Internationals Economic Review, Vol. 14 tahun 1973, 695
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upah akan cenderung lebih rendah dari pekerjaan yang berat dan sulit

dikerjakan. 3). Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan. 4).

Pertimbangan bukan keuangan, seperti fasilitas perumahan yang tersedia,

jauh-dekatnya dari rumah pekerja, lokasi pekerjaan ada di kota atau di

daerah terpencil dan lain sebagainya. 5). Ketidaksempurnaan mobilitas

tenaga kerja.31

Dari beberapa pandangan para ahli di atas, secara garis besar

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah tersebut terbagi tiga, yaitu

faktor internal organisasi (perusahaan), faktor pribadi pekerja yang

bersangkutan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan

yang mempengaruhi besarnya upah adalah dana perusahaan dan serikat

pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah

produktifitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis

dan sifat pekerjaan. Sedang faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang

mempengaruhi tingkat upah adalah : tingkat penawaran dan permintaan di

pasar tenaga kerja, living cost dan jumlah tanggungan, kondisi

perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.32

Tabel 2.1
Pemetaan teori Pengupahan

No Teori Variabel Jenis

1. Karl Marx
(1818-
1883)

1. Kebutuhan konsumsi hampir sama
2. Tidak memberikan insentif
3. Kontrol pemerintah untuk

Sistem
pengupahan

31 Sukirno, Mikro Ekonomi, 364-365
32 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),
124; Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 322-323
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menjamin tiap orang mau kerja
2. Adam

Smith
(1723-
1790)

1. Harga suatu kerja adalah tenaga
yang dikeluarkan

2. Upah harus sama dengan kebutuhan
pokok

3. Upah yang melebihi kebutuhan
pokok berakibat meningkatkan
penawaran tenaga kerja yang
menyebabkan turunnya tingkat
upah

Sistem
pengupahan

3 David
Ricardo
(1772-
1823)

1. Penawaran dan permintaan tenaga
kerja

2. Upah mempengaruhi tingkat
kelahiran

3. Upah berkisar pada upah substansi

Sistem
pengupahan

4 Cascio dan
Robbins
(1973)

1. Kebutuhan dasar
2. Keadilan internal dan eksternal
3. Upah berbeda sesuai dengan

kebutuhan individu

Faktor-
faktor
penentuan
upah

5 Ismail
Nawawi
(2014)

1. Biaya keperluan hidup pekerja dan
keluarga

2. Peraturan perundang-undangan
yang mengikat

3. Produktifitas marginal
4. Tekanan serikat buruh
5. Perbedaan jenis pekerjaan

Faktor-
faktor
penentuan
upah

6 Suwatno
(2012)

1. Produktivitas
2. Kemampuan untuk membayar
3. Kesediaan untuk membayar
4. Penawaran dan permintaan tenaga

kerja
5. Serikat pekerja

Faktor-
faktor
penentuan
upah

7 Widyatmini
(1994)

1. Peraturan pemerintah.
2. Serikat buruh.
3. Kemampuan membayar.
4. Situasi keuangan dan laba

perusahaan

Faktor-
faktor
penentuan
upah

8 T. Gilarso
(2003)

1. produktivitas tenaga kerja.
2. tingkat harga.
3. Struktur ekonomi nasional.
4. Peraturan pemerintah.
5. Keadilan dan perikemanusiaan

Faktor-
faktor
penentuan
upah

9 Sadono
Sukirno
(2005)

1. Penawaran dan permintaan tenaga
kerja

2. Perbedaan corak pekerjaan
3. Perbedaan kemampuan dan

Faktor-
faktor
penentuan
upah
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pendidikan tenaga kerja
4. Pertimbangan bukan keuangan
5. Ketidaksempurnaan mobilitas

tenaga kerja

5. Upah dan Produktivitas

Besarnya anggaran perusahaan adalah terbatas, karena itu harus

digunakan secara efisien. Efisiensi anggaran akan dicapai apabila dengan

anggaran tertentu diperoleh output yang maksimum. Untuk

memaksimumkan output, perusahaan menghadapi kendala anggaran yang

jumlahnya sudah tertentu, harga input dan jumlahnya sudah tertentu pula.

a. Budget line

Anggaran perusahaan yang dialokasikan untuk produksi adalah

terbatas dan telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Budget line

(garis anggaran) suatu perusahaan dapat digambarkan dalam

persamaan berikut.

B = PKK + PLL

B = anggaran perusahaan

PKK = Pengeluaran perusahaan untuk input  modal, dengan PK adalah

harga input modal

PLL = pengeluaran perusahaan untuk input tenaga kerja, dengan PL

adalah harga input tenaga kerja33

33 Soeharno, Ekonomi Manajerial, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 125
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b. Memaksimumkan output

K
C

K1-----------------F
Q3

K2-------------------------------- E Q2

K3-------------------------------- A Q1

g

O L
L1 L2 L3 D

Gambar 2.2:
Memaksimumkan output

Pada gambar di atas, kombinasi antara K (modal) dan L (tenaga

kerja) memaksimumkan output pada titik E. Dengan K dan L masing-

masing OK2 dan OL2 pada isokuan Q2. Pada isokuan Q1 terdapat dua

titik potong antara isokuan Q1 dengan garis anggaran, yaitu titik A dan

titik F. Dalam hal ini masih dimungkinkan untuk mengubah kombinasi

untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.

Isokuan bersinggungan dengan garis anggaran pada titik E, ini

berarti bahwa tidak mungkin lagi melakukan perubahan kombinasi

karena kalau menginginkan isokuan yang lebih tinggi , hal itu diluar

kemampuan anggaran perusahaan.34

34 Ibid., 126-127
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c. Perubahan harga upah tenaga kerja

Misalkan terjadi kenaikan upah tenaga kerja (PL) maka akan

menggeser garis anggaran seperti ditunjukkan gambar 2.3. hal itu akan

mengubah titik keseimbangan apabila perusahaan menginginkan tetap

memaksimumkan output

K
A

K1------------------------------------ E1

Q1

K2------------------ E2

Q2

g’ g

O L
L2 D L1 C

Gambar 2.3:
Pengaruh perubahan upah terhadap garis anggaran.35

Dalam gambar di atas, garis anggaran mula-mula adalah

AC, upah tenaga kerja sebesar PL1, titik keseimbangan untuk

mencapai output maksimum (Q1) pada E1. Ketika upah naik

menjadi PL2, garis anggaran berubah menjadi AD atau g’,

keseimbangan baru pada E2. Meningkatnya upah tenaga kerja

dengan anggaran perusahaan yang tetap, akan mengurangi

penggunaan tenaga kerja L dan modal K, sehingga output menurun

35 Ibid., 132
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menjadi Q2. Namun demikian Q2 ini merupakan output maksimum

dengan batasan anggaran dan harga atau tingkat upah tertentu.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Masalah Upah

1. Peran pemerintah dalam ekonomi

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi telah lama menjadi

topik penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Mazhab klasik dengan

semboyan laissez-faire laissez-passer menekankan atau menghendaki

minimalisir campur tangan pemerintah dalam ekonomi negara. Mazhab ini

berpendapat hendaknya masalah ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada

mekanisme pasar, tanpa campur tangan pemerintah.

Sejak dirumuskan oleh Adam Smith di awal abad ke-18, mazhab

klasik sangat dominan dalam pemikiran ekonomi dunia, sampai terjadi

depresi ekonomi hebat pada tahun 1930-an. Depresi ekonomi ini telah

membongkar logika laissez-faire dan melahirkan mazhab Keynesian.

Logika bahwa mekanisme pasar akan selalu bisa mempertahankan ekonomi

dalam tingkat yang ideal, sebagaimana keyakinan mazhab klasik,

diruntuhkan oleh pandangan Keynes yang membenarkan campur tangan

pemerintah. Bahkan muncul ke permukaan pemikiran bahwa perekonomian

yang hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, bisa terjerumus ke

dalam depresi yang berkepanjangan, dan tidak secara otomatis mampu

bangkit menuju kondisi kesempatan kerja penuh. Hal ini terjadi, antara lain,

karena pasar persaingan sempurna sebagaimana yang dibayangkan selama
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ini tidak akan pernah terwujud.

Namun demikian, konsensus Keynesian ini memiliki kelemahan

logika yang sama dengan pemikiran klasik. Kalau konsensus sebelumnya

meletakkan seluruh beban realisasi tujuan pada pasar, Keynesian

meletakkan beban tersebut pada pundak pemerintah, yang di dalamnya

tidak ada ruang bagi peran nilai dan etika dalam merealisasikan tujuan-

tujuan sosial. Beban yang berlebihan pada pundak pemerintah tersebut,

ternyata pada akhirnya mengakibatkan pula defisit fiskal dan inflasi yang

tinggi pada dasawarsa 1970-an, tanpa adanya penyelesaian secara signifikan

terhadap masalah pengangguran.36

Dengan demikian, dalam bidang ekonomi, Islam menawarkan

pemikiran berbeda dari dua pemikiran mainstream ekonomi konvensional.

Menurut Islam, campur tangan pemerintah di bidang ekonomi tidak hanya

terbatas pada kebijakan fiskal dan moneter sebagaimana dianjurkan oleh

Keynesian. Campur tangan pemerintah dalam Islam juga meliputi

keterlibatan penuh dalam menjaga dan mengembangkan moral pelaku

ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penekanan Islam pada pelaku ekonomi

atau manusia dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, bukan pada

mekanisme pasar sebagaimana mazhab klasik, juga bukan pada negara

sebagaimana mazhab Keynesian. Moral dan etika dalam berekonomi,

merupakan kunci dari perilaku pasar dan perilaku pemerintah yang tercipta.

Tanpa moral dan etika, perilaku pasar dan pemerintah tidak akan terkendali.

36 Masyhuri, “Peran Pemerintah Dalam Perspektif  Ekonomi Islam,” dalam; Jusmaliani, Kebijakan
Ekonomi, 34-36.
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Pengembangan dimensi moral dari sistem ekonomi ini menurut

Islam merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah mempunyai

peran penting dalam menerapkan norma dan etika di bidang ekonomi dan

muamalah. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan

peraturan dan kebijakan serta menjatuhkan sanksi kepada yang

melanggarnya. Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah setiap pelanggaran

terhadap kewajiban tersebut. Demikian juga, peran pemerintah sangat

kokoh dalam menjaga norma dan kewajiban dalam bidang produksi,

konsumsi, distribusi dan transaksi tanpa kecuali.37

Peran negara tersebut diantaranya adalah: (1) menyediakan lapangan

pekerjaan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat

serta mendorong para investor untuk melakukan investasi dalam kegiatan-

kegiatan ekonomi demi tercapainya kemaslahatan bersama; (2). Mengawasi

jalannya kegiatan ekonomi, baik hubungan karyawan dan pengusaha,

menciptakan suasana kondusif bagi proses produksi dan menentukan tingkat

upah serta waktu pembayarannya; (3) mempunyai wewenang terhadap pihak

tertentu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat krusial bagi

kehidupan masyarakat ataupun melarang kegiatan ekonomi yang merusak

tatanan sosial ekonomi masyarakat.38

37 Jusmaliani, Kebijakan Ekonomi, 17-41
38 Ismail Nawawi, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Surabaya: Putra Media Nusantara,
2010), 112
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2. Kebijakan Pemerintah dalam masalah upah

Negara mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi jalannya

kegiatan ekonomi. Akan tetapi peran tersebut  tidak berhubungan dengan

intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang

diminati, bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan penetapan upah

pekerja oleh pengusaha, kecuali jika kebutuhan umum menuntut adanya

intervensi dalam masalah tersebut. Ibn Taymiyah mislanya menyatakan bahwa

ketika masyarakat sangat membutuhkan pertanian tertentu, tekstil, maupun

kontruksi bangunan, maka Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan

pemaksaan pihak tertentu untuk merealisasikannya dengan tetap ada

kompensasi. Begitu juga ketika tingkat upah yang ada di masyarakat rendah,

pemerintah bisa menetapkan upah yang standar.39

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah

rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan

tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor

ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima

relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Sementara di sisi lain, rendahnya upah buruh justru menjadi penarik bagi para

investor asing. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering

memihak investor/kapitalis, dibanding dengan buruh.

Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah Indonesia

membuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan

39 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), 358
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yang melindungi pekerja/buruh ini sebagaimana termaktub dalam pasal 88

undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, meliputi: (a)

Upah minimum; (b) Upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja karena

halangan; (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya; (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f)

bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal

yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i) struktur dan skala pengupahan

yang proporsional; (j) upah untuk pembayaran pesangon; dan (k) upah untuk

perhitungan pajak penghasilan.40

3. Kebijakan upah minimum

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam

masalah ketenagakerjaan di banyak negara modern. Sasaran dari kebijakan ini

adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan

keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a)

menjamin penghasilan pekerja agar tidak lebih rendah dari tingkat tertentu; (b)

meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan

perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan

pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif

pada tahun-tahun tersebut.  Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan

perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir

tahun 1980an. Hal ini terutama disebabkan adanya tekanan dari dunia

40 Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar

ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah

Indonesia pada waktu itu untuk memberikan perhatian lebih terhadap

kebijakan upah minimumnya dengan menaikkan upah minimum sampai

dengan tiga kali lipat dalam nilai nominalnya (dua kali lipat dalam nilai riil).41

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh

para pengusaha dan pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai,

karyawan atau buruh di lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum

merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional

maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum  adalah upah pokok dan

tunjangan. Sedang upah pokok minimum adalah upah pokok yang ditetapkan

secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral.  Dalam

peraturan pemerintah, yang diatur hanyalah upah pokoknya saja tidak

termasuk tunjangan.

Selanjutnya pada Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: (1) upah

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri

atas: a.  upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b.

upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada

pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

41 Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, “Kebijakan Upah Minimum Untuk
Perekonomian Yang berkeadilan: Tinjauan UUD 1945”, Journal of Indonesian Applied
Economics, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2011), 269
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rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. (4)

Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.42

Mengacu pada indeks konsumen yang berhubungan dengan inflasi,

pemerintah senantiasa mengevaluasi tingkat upah minimum yang biasanya

dilakukan setiap tahun. Dengan demikian, walaupun setiap tahun juga terjadi

inflasi, diharapkan tetap terjadi peningkatan taraf hidup pekerja karena

peningkatan upah diupayakan di atas tingkat inflasi yang ada.

Walaupun pemerintah telah melakukan pemantauan terus menerus

terhadap pelaksanaan upah minimum, namun kenyataannya masih banyak

perusahaan yang membayarkan upah buruh dibawanya. Kondisi ini seringkali

memicu timbulnya ketidakpuasan para pekerja. Pengusaha selalu berdalih

bahwa tingkat pendapatan perusahaan tidak memungkinkan untuk menaikkan

upah karyawannya. Masalah upah masih merupakan hal yang perlu mendapat

perhatian serius dalam Hubungan Industrial di negara kita.

Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan

pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan

sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi,

dan Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah,

organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan

pakar.  Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan

42 Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/

Bupati/Walikota. 43

Penetapan Upah Minimum Propinsi dilakukan oleh Gubernur dengan

berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah

minimum sebagaimana di atas Gubernur harus membahas secara simultan dan

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a).nilai KHL yang diperoleh

dan ditetapkan dari hasil survei; b). produktivitas makro yang merupakan hasil

perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan

jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; c). pertumbuhan ekonomi, yang

merupakan pertumbuhan nilai PDRB; d). kondisi pasar kerja, yang merupakan

perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah

tertentu pada periode yang sama; e). kondisi usaha yang paling tidak mampu

(marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha

marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.44

Kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah

adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup

layak secara fisik untuk kebutuhan 1(satu) bulan. KHL terdiri dari komponen

dan jenis kebutuhan pokok hidup yang tercantum dalam Lampiran Peraturan

Menakertrans RI no 13 tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen, yang

43 Pasal 98 UU RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketenagakerjaan.
44 Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
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meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,

transportasi, rekreasi dan tabungan.45

Menurut Setiawan Budi Utomo, kebijakan pemerintah tentang upah

minimum sebagaimana di atas sangat diperlukan, yang mana peran upah

minimum tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: a). Memberikan

perlindungan bagi pegawai/buruh berpenghasilan rendah yang dianggap

rentan dalam pasar kerja; b). Menjamin pembayaran upah yang dianggap

wajar, yang tidak terbatas pada kategori pembayaran upah terendah; c).

Memberikan perlindungan dasar pada struktur upah sehingga merupakan

jaring pengaman terhadap upah yang terlalu rendah; d). Sebagai instrumen

kebijakan makro ekonomis untuk mencapai tujuan nasional berupa

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan penghasilan; e). Pada

umumnya untuk menjamin agar pegawai/buruh menerima pada waktu dan

tempat tertentu upah yang dianggap layak; f). Menghapuskan eksploitasi; g).

Memelihara daya beli; h). Pengentasan kemiskinan; i). Menghapuskan

persaingan yang tidak jujur; j). Menjamin pembayaran yang sama untuk

pekerjaan yang sama; k). Pencegahan konflik industrial; l). Mendukung

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.46

Penetapan Upah Minimum Propinsi dilakukan oleh Gubernur dengan

berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah minimum

sebagaimana di atas Gubernur harus membahas secara simultan dan

45 Pasal 1 ayat 1 dan lampiran
46 http://www.dakwatuna.com/2009/11/4620/penetapan-upah-minimum-dalam-hubungan-
industrial-bagian-ke-2/ diakses pada 05 September 2012
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mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a). Nilai KHL yang

diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei; b). produktivitas makro yang

merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; c).

pertumbuhan ekonomi, yang merupakan pertumbuhan nilai PDRB; d). kondisi

pasar kerja, yang merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan

jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama; e). kondisi

usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh

perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada

periode tertentu.47

Kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah

adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup

layak secara fisik untuk kebutuhan 1(satu) bulan. KHL terdiri dari komponen

dan jenis kebutuhan pokok hidup yang tercantum dalam Lampiran Peraturan

Menakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen, yang

meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,

transportasi, rekreasi dan tabungan.48

4. Kebijakan pengupahan dalam ekonomi Islam

Islam merupakan kerangka acuan kaffah (paripurna) yang

bersifat komprehensif dan universal. Islam mempunyai cakupan yang

sangat luas, tidak hanya ibadah, namun juga muamalah, sebagaimana

Islam mencakup akidah (keyakinan), syariah, kebudayaan dan

47 Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
48 Pasal 1 ayat 1 dan lampiran
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peradaban. Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan

akhirat. Keberhasilan atau kegagalan kehidupan dunia akan merupakan

faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kehidupan akhirat. Dalam

proses aktualisasi nilai-nilai agama yang global dan universal dalam

konteks kehidupan sehari-hari, peran imam (pemimpin atau pemerintah)

di satu pihak dan manusia sebagai individu di pihak lain sangatlah vital.

Dengan demikian, dalam pemahaman Islam, ada keterkaitan yang erat

antara agama, manusia dan penguasa.

Kata Islam atau Syariah yang dikaitkan dengan politik dalam

sebagian pemikiran orang mempunyai makna sempit dan kaku. Sebagian

menggambarkan syariah atau Islam sebagai kumpulan pendapat dan qawl

para fuqahā’ muta’akhirīn pengikut madzhab tertentu yang tersusun dalam

kitab-kitab kuning. Padahal pendapat dan qawl tersebut merupakan

representasi dari masa dan lingkungannya. Sebagian lagi memandang

Islam dan syariah secara tekstual sesuai dengan literal teks al-Qur’an dan

al-Sunnah, tidak ada ijtihad untuk mengetahui tujuan dan rahasia di

baliknya. Mereka tidak mengaitkan teks-teks parsial dengan dasar-dasar

umum dan tujuan-tujuan Islam secara global.

Sebaliknya, menurut mayoritas ulama’, kata Islam atau syariah

yang dikaitkan dengan politik dalam kajian politik Islam, mempunyai

makna yang luas dan fleksibel. Dalam kajian politik Islam, aturan, hukum

dan undang-undang ada dua jenis. Pertama, hukum-hukum yang bersifat

tetap (thawābit), tidak bisa berubah sepanjang masa. Aturan ini sangat
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sedikit dan hanya pada hal-hal pokok yang mendasar. Kedua, hukum-

hukum yang bersifat mutaghayyirāt, bisa berubah sesuai kondisi dan

zaman. Hukum jenis ini adalah mayoritas dalam sistem politik Islam.

Keputusan pemerintah, undang-undang dan hukum yang diberlakukan

maupun kebijakan yang diambil, merupakan aturan yang bersifat temporer

untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada masa tertentu yang bisa

jadi masalah tersebut tidak ada pada waktu yang lain. Kebijakan ini

bersifat ijtihādi dan bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang

hendak direalisasikan oleh pemerintah.49

Dalam Islam tugas pemerintah tidak terbatas hanya menjaga

stabilitas keamanan dan politik dalam negeri dan menjalankan fungsi

pertahanan negeri dari intervensi dan serangan asing. Tugas pemerintah

adalah bersifat positif, luas, dan fleksibel, meliputi seluruh aktivitas dan

pranata sosial yang dapat mengenyahkan praktik kezhaliman, menegakkan

keadilan, menghindarkan berbagai bentuk dan unsur yang membahayakan

kehidupan sosial dan yang memicu aksi kerusuhan dan konflik horizontal

maupun vertikal sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang adil

makmur penuh semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial.

Hal pertama yang menjadi dasar luasnya tugas pemerintah dalam

Islam adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Islam bersifat

umum dan menyeluruh tanpa dibatasi apapun berdasar keumuman hadis:

49 Yūsuf al-Qarḍāwi, al-Siyāsah al-Shar’iyah fī Ḍaw’ Nuṣūṣ al-Shar’iyyah wa Maqāṣidihā (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1998), 29-31
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راع وكلكم كلكم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
50.مسئول عن رعيته الإمام راع مسئول عن رعيته (رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibn Umar ra bahwasanya Rasulullah saw
bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-
masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang
kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan
dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya..” (HR
Bukhari dan Muslim).

Dasar kedua bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan

merupakan salah satu misi utama risalah Islam, karena dengan keadilanlah

langit dan bumi ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para

Rasul dan menurunkan kitab suci-Nya. Oleh sebab itu, tidak

mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap

tegaknya keseimbangan, pola sinergi dan harmoni antara penguasa dan

rakyat, antara majikan dan buruh, antara produsen dan konsumen, serta

antara penjual dan pembeli, dengan cara mencegah dan melarang praktik

saling merugikan, menzhalimi dan membahayakan sesama mereka. Islam

memerintahkan pemerintah menjalankan tugas asasi mereka, menunaikan

amanat dan menghukum secara adil. Allah swt berfirman:








“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

50 Dalam riwayat Muslim terdapat sedikit perbedaan dalam lafalnya, yaitu: راع وكلكم مسئول عن  كلكم
رعیتھ الأمیر الدي على الناس راع وھو مسئول عن رعیتھ Lihat: Abū Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhāri,

Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Vol.1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 196-197, hadis no 893; al-Sharaf al-Din al-
Nawawi, Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 213
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menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil” (QS. An Nisa’:58).51

Oleh karena itu setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang

dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezhaliman

disambut baik oleh syariat.

Dasar ketiga bagi luasnya tugas pemerintah adalah Syareat Islam

berusaha untuk mencegah terjadinya kemudharatan baik bagi diri sendiri

maupun bagi orang lain sebelum terjadi, dan menghilangkannya setelah

terjadi. Sebagaimana dalam hadis:

ضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرارعن ابن عباس قال ق
52.(رواه أحمد وابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibn Abbas berkata: “Nabi Saw memutuskan
bahwasanya tidak ada kemudharatan bagi diri sendiri dan bagi
orang lain” (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

Berdasarkan hadis ini para ahli hukum Islam menetapkan kaidah fiqh “al-

ḍarar yuzāl” bahwasanya kemudharatan harus dihilangkan dan

bahwasanya menghilangkan kemudharatan bagi individu dan masyarakat

adalah disyareatkan.53 Karena itu setiap peraturan, Undang-Undang atau

perbuatan yang mencegah terjadinya kemudharatan bagi orang lain dan

masyarakat diakui oleh Islam dan dianggap sebagai bagian hukum Islam

yang bersandar pada sumber dan kaidah-kaidah fiqh.

Landasan keempat bagi tugas pemerintah dalam Islam bahwasanya

51 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 69
52 Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaṭṭa’ dari ‘Amr bin Yahya dari
Bapaknya secara mursal; sedang al-Ḥākim, al-Bayhaqiy dan al-Dāruquṭniy meriwayatkannya dari
Abū Sa’īd al-Khudriy; Lihat: Jalāl al-dīn al-Suyūṭiy, al-Ashbah wa al-Nadzā`ir fī Qawā’id wa
Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyah (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyah, t.t), 172-173
53 Ibid.
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al-Siyāsah al-Shar’iyah (politik Islam) merupakan bab yang sangat luas

bagi negara Islam untuk merealisasikan segala yang dipandang sebagai

perbaikan, membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai atau

mengambil kebijakan dan tindakan prefentif dalam menanggulangi

problem tertentu selama tidak bertentangan dengan teks-teks syareat yang

muhkam dan kaidah-kaidah yang ada.

Berdasarkan kewenangan yang dilegitimasi oleh prinsip al-siyāsah

al-shar’iyah, pemerintah dapat melakukan segala kebijakan demi

mewujudkan kemaslahatan yang relevan dengan membuat peraturan dan

mengambil tindakan penyelamatan yang dipandang dapat memperbaiki

kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas (qaṭ’i)

dan kaidah umum syariah. Dengan demikian segala sesuatu yang lebih

mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan, perlu

dilakukan, bahkan kadang-kadang wajib, meskipun tidak terdapat nash

yang khusus untuk itu. Oleh karena itu para sahabat dan Khulafa rasyidin

melakukan berbagai macam tindakan yang mereka anggap baik dan

maslahat meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah

sebelumnya dan tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya. 54

Fleksibilitas politik ekonomi Islam sudah tampak sejak awal

sejarah Islam. Orang  yang meneliti warisan intelektual khulafaur

rasyidin pasti akan menemukan bahwa mereka melihat illat dan

kemaslahatan di balik hukum sesuatu serta melihat pada latar belakang

54 Yusuf al-Qardawi, Min Hady al-Islām Fatāwā Mu’āsirah, Vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmi,
2000), 617-619
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keputusan kebijakan politik. Jika berfatwa dalam suatu masalah atau

memutuskan hukum selalu berlandaskan pada tujuan syariah walaupun

hal ini bertentangan dengan literal hadis nabi. Banyak kebijakan

pemerintah yang berubah dari satu zaman ke zaman yang lain

berdasarkan perbedaan kondisi.

Banyak sekali contoh dalam hal ini. Misalnya khalifah ketiga,

Usman bin Affan, yang memutuskan masalah unta yang terlepas dari

pemiliknya berbeda dengan putusan Rasulullah saw. Rasulullah

melarang orang mengambil unta yang terlepas, namun Usman

mempunyai pendapat lain, yaitu membolehkan orang yang menemukan

unta yang hilang untuk mengambilnya dan mengumumkannya kemudian

dijual, jika datang pemiliknya uang hasil penjualan diserahkan

padanya.55

Putusan Usman ini berdasarkan pandangannya terhadap realita

bahwa moral masyarakat telah berubah tidak sebagaimana pada masa

Rasulullah saw, seperti masuknya unsur-unsur baru dalam masyarakat,

meluasnya pemukiman yang memungkinkan penyembunyian binatang

yang lepas atau memindahkannya dan menjualnya ke tempat lain. Oleh

karena itu Usman melihat bahwa mengumumkan dan menjualnya untuk

kepentingan pemiliknya lebih menjaga harta manusia dan lebih menjaga

tujuan syariah.

Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib sependapat dengan Usman

55 al-Shawkāniy, Nayl al-Awṭār, Vol. 5, 497
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dalam mengambil dan mengumumkan binatang unta yang terlepas

tersebut, namun tidak setuju untuk menjualnya. Pada masa

pemerintahannya, beliau menyuruh agar unta yang terlepas dari tuannya

dibuatkan tempat khusus dan disediakan makanan dari Baitul Mal

sampai datang pemiliknya dengan membawa bukti-bukti atas

kepemilikannya atas unta tersebut.

Khalifah Usman dan Ali tidak bermaksud menyimpang dari teks

hadis yang melarang memungut unta yang tersesat, namun mereka

berdua memahami bahwa fatwa Rasulullah tersebut dalam naungan

situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya, sehingga ketika situasi

dan kondisinya berubah, hukum dan fatwanya ikut berubah bersama

dengan perubahan tersebut. Perubahan kondisi masyarakat tersebut jika

tidak diikuti dengan perubahan kebijakan politik maka harta masyarakat

akan hilang akibat berpegang teguh pada literal teks. Padahal ini tidak

dimaksudkan oleh Rasulullah saw yang selalu menjaga hikmah dan

kemaslahatan dalam semua syareatnya.56

Demikian pula ketika khalifah Umar bin Khattab menetapkan

kebijakan politik ekonomi yang berbeda dengan kebijakan Rasulullah saw

dengan menetapkan tingkat harga tertentu di pasar dan mengancam para

pedagang yang tidak mau mengikuti harga tersebut agar keluar dari pasar.

Kebijakan politik ini berangkat dari penjagaan atas kemaslahatan umat.

Hal ini terlihat dari ucapannya kepada pedagang:

56 Al-Qardawi, al-Siyāsah al-Shar’iyah, 233-236
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“kalian telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian
menghancurkan kami, sementara pasar ini adalah pasar kami, tapi
kalian telah memenggal leher kami, kemudian kalian menjualnya
semau kalian?! Juallah satu sha’nya seharga satu dírham. Kalau
tidak, maka janganlah berdagang di pasar kami!57

Dengan karakter politik Islam seperti itu, maka Islam dalam

masalah ini hanya memberi koridor dan batasan secara umum, sedang

aplikasi secara terperinci diserahkan kepada kebijakan pemimpin yang

bersandar pada kemaslahatan. Dalam hal ini kaidah fiqh yang terkenal

menyatakan:

58.تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Perilaku dan kebijakan pemimpin bergantung dengan kemaslahatan

Fleksibilitas inilah yang dipahami para ulama’ sehingga

memungkinkan perubahan hukum karena perubahan hal-hal yang

melingkupi hukum tersebut. Jalaludin menyebutkan empat kondisi yang

bisa mengubah suatu hukum kepada hukum yang lain. Keempat hal

tersebut adalah perubahan adat kebiasaan, mashaqqah (adanya kesulitan),

kondisi darurat serta perubahan keadaan dan perilaku masyarakat.59

Dinamika dan fleksibilitas politik ekonomi dalam Islam juga

terlihat dari konsep keuangan publik. Khalifah Umar bin Khattab

mempunyai kebijakan khusus pada tanah Sawad di Irak. Tanah tersebut

tidak dibagi sebagaimana kebijakan-kebijakan sebelumnya terhadap tanah

hasil rampasan perang yang dibagi kepada seluruh pasukan yang ikut

57 Al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad, 369
58 Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naẓāir, 231
59 Ahmad Jalaluddin, Dhawābit Taghayyur al-Aḥkām wa Taṭbīqātuhā fī al-Mu’āmalāt al-Māliyah
wa al-Iqtiṣādiyah (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 55-146
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berperang. Perubahan kebijakan ini berangkat dari tujuan ekonomi jangka

panjang yang digagas oleh khalifah Umar. Tanah tersebut menjadi milik

negara dengan tetap digarap oleh pemilik aslinya dengan kewajiban

membayar kharāj (pajak tanah).60

Dinamika pemungutan kharāj juga terlihat jelas ketika khalifah al-

Mahdi mengubah sistem kharāj dari sistem waẓīfah menjadi sistem

muqāsamah karena melihat kemaslahatan. Hal itu karena pada masa itu

harga-harga turun sehingga jika penerapan kharāj dengan sistem waẓīfah

akan memberatkan petani. Begitu juga pada masa khalifah al-Mansur,

kharāj tidak hanya diterapkan pada tanah pertanian saja, tetapi juga

diterapkan pada tanah yang dipergunakan untuk perdagangan (toko).61

Dinamika sistem tata kelola negara dalam sejarah Islam juga

tampak sangat jelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kebijakan

negara dalam masalah pengupahan seharusnya fleksibel sesuai dengan

kondisi pasar, kebutuhan akan campurtangan atau tidaknya serta tujuan

kebijakan ekonomi negara yang diharapkan. Tidak adanya campurtangan

pemerintah dalam kondisi distorsi pasar tenaga kerja bisa berakibat buruk

bagi perekonomian negara. Distorsi pasar dalam faktor tenaga kerja sangat

sering terjadi, bahkan kebanyakan kondisi pasar negara berkembang

berada dalam kondisi ini.

60 Selanjutnya Penerapan kharāj juga mengalami dinamika dalam perkembangan sejarah Islam,
baik dalam kadar yang harus dikeluarkan maupun sistem pemungutannya. Lihat: Ibn Rajab, al-
Istikhrāj Li aḥkām al-Kharāj. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), 90
61 Dhiya’ al-Din al-Rays, al-Kharāj wa al-Nuẓum al-Māliyah li al-Dawlah al-Islāmiyah. (Kairo:
Dār al-Turāth, 1985),  415
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C. Konsep Pengupahan dalam Hukum Bisnis Islam

Dalam kajian hukum Islam (fiqh muamalah), sistem pengupahan secara garis

besar terbagi dalam dua jenis akad, ijārah dan ju’ālah. Kedua jenis akad ini, masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta bisa diterapkan sesuai dengan

karakter dan obyek pekerjaan.

Ijārah secara umum dimaknai sebagai transaksi atas suatu manfaat tertentu yang

dikehendaki dengan imbalan tertentu. Misalnya al-Qalyubi mendefinisikan ijārah sebagai

berikut:

62.عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

Akad atas suatu manfaat tertentu yang dikehendaki, yang menerima
perpindahan tangan dan manfaat tersebut dibolehkan dengan pengganti
yang jelas.

Definisi senada juga disebutkan oleh para ulama’. Wahbah Zuhayli misalnya

mengatakan bahwa ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau

jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti

pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.63 Sebagaimana kalangan

madzhab Maliki mendefinisikan ijarah sebagai pemindahan pemilikan manfaat

tertentu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.64

Para ulama membagi Ijarah menjadi dua, ijārah al-‘ain dan ijārah al-

dhimmah. Ijārah al-‘ain adalah akad ijarah yang obyeknya adalah barang,

62 Shihab al-Dīn al-Qalyūbi dan Shihab al-Dīn al-‘Umayrah, Ḥashiyatān Qalyūbi wa ‘Umayrah
‘ala Minhāj al-Ṭālibīn (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 68
63 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 729
64 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. (Surabaya: Putra Media
Nusantara, 2010), 312
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transaksi ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sewa menyewa. Sedang

ijārah al-dhimmah adalah ijarah yang obyeknya adalah jasa atau tanggungan.

Ijarah inilah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan upah mengupah.65

Ulama’ sepakat atas kebolehan akad ijarah berdasarkan al-Qur’an dan al-

sunnah. Dasar dari al-Qur’an diantaranya firman Allah swt:







Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
Kuat lagi dapat dipercaya"(QS: Qaṣaṣ: 26).66




Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya (al-Talāq: 6).67

Sedang dasar kebolehan ijarah dari hadis banyak sekali, diantaranya hadis:

أن رسول الله كره أن یستأجر الرجل حتى یعلمھ أجره عن أبي سعید 
68(رواه النسائ)

Dari Abu Sa’id bahwasanya rasulullah saw tidak menyukai
mempekerjakan seseorang hingga orang tersebut menyebutkan upahnya
(HR. al-Nasa’i)

Kontrak antara pekerja dengan pemberi kerja dengan akad ijarah ini

disyaratkan adanya kejelasan obyek (manfaat atau pekerjaan) baik jenis maupun

waktu, serta kejelasan harga atau upah atas manfaat tersebut.

65 Lihat: al-Qalyūbi dan al-‘Umayrah, Ḥashiyatān , 68
66 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya….
67 Ibid., …………
68 Al-Nasa’I, Sunan al-nasa’I, Kitab al-Aiman wa al-Nudzur, Hadis nomor 3798
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Alternative kedua dalam hubungan pekerja dan pemberi kerja adalah akad

ji’ālah. Ji’ālah atau bisa juga ja’ālah atau ji’ālah menurut al-Jazairi secara

bahasa adalah sesuatu yang diberikan seseorang atas suatu perkara yang

dikerjakannya. Sedang menurut istilah adalah menjadikan nominal harta tertentu

bagi orang yang berhasil mengerjakan sesuatu baik suatu pekerjaan tersebut jelas

atau tidak jelas.69

Perbedaan mendasar antara ijārah dengan ji’ālah adalah bahwasanya akad

ijārah berbasis proses dan pekerjaan sedang ji’ālah berbasis hasil. Dalam ijārah

jenis dan waktu pekerjaan harus jelas. Sedang dalam akad ji’ālah jenis pekerjaan

dan waktu tidak harus jelas, tetapi hasil atau target dari pekerjaan tersebut yang

harus jelas. Dalam akad ijārah, seorang pekerja tetap harus dibayarkan upah atas

pekerjaannya walaupun pekerjaan tersebut tidak mendapatkan hasil. Hal ini

karena seorang pekerja hanya mengikuti perintah pemberi kerja, pemberi kerja-lah

yang membuat perencanaan dan mengatur pekerjaan tersebut, sehingga

keberhasilan dari pekerjaan tersebut adalah tanggungjawab pemberi kerja.

Sebaliknya, dalam transaksi ji’ālah pemberi kerja tidak harus tahu

tatacara dan teknis pekerjaan yang dilakukan pekerja untuk memenuhi target atau

hasil yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. Oleh karena itu Seorang pekerja

dalam akad ji’ālah tidak berhak mendapat upah ketika tidak berhasil mewujudkan

target yang telah ditentukan.70

69 Lihat: Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, 318-326; Abū Bakr Jābir Al-Jazāiri, Minhāj al-Muslim.
Beirut: Dār al-Fikr, 1995, 322
70 Wahbah Al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh. Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir,
1997), 786



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81

Akad ji’ālah ini bisa diberlakukan dalam transaksi kerja yang berbasis

hasil, bukan proses. Marketing, freeline, jasa terjemah, dan lainnya adalah

contoh pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan berbasis ji’ālah. Akad

ji’ālah juga dapat dilaksanakan dalam hubungan kerja antara pemerintah

sebagai pemberi kerja dengan kontraktor (pekerja) dalam mengerjakan

proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan Rumah Sakit, jalan tol,

jembatan dan lain sebagainya. Sedang hubungan antara kontraktor dengan

para pekerja di bawahnya adalah hubungan kerja berbasis ijārah.

D. Metode Ijtihad Sebagai Landasan Pemikiran Pengupahan

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional

adalah bahwa ekonomi Islam menghormati nilai-nilai dan kemauan hukum

Pencipta manusia yang tercantum dalam al-Qur’an dan hadis. Dalam ekonomi

Islam ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan al-Qur’an dan

Hadis.71

Islam memberikan aturan hukum yang yang dijadikan pedoman, baik

yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis. Hal-hal yang tidak diatur

secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis diperoleh ketentuannya dengan cara

ijtihad yang dapat dilaksanakan dengan berbagai metode, seperti qiyas,

maslahah mursalah dan lain sebagainya.72

1. Makna dan syarat ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata juhd yang berarti

kesanggupan, kekuatan dan berat. Dalam arti secara bahasa ijtihad berarti

71 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12
72 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82

mengerahkan segala kemampuan dalam melalukan suatu perbuatan.

Sedang dalam istilah para ahli usul fiqh, ijtihad berarti pengerahan seorang

ahli ijtihad segala tenaga dan kemampuannya dalam mencari pengetahuan

tentang hokum-hukum syareat dengan cara istinbāṭ.73

Ahmad bin Ahmad bin Ali al-Muqri al-fayumi sebagaimana

dikutip Ismail Nawawi mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan

kesanggupan dan kekuatan dalam melakukan pencarian sesuatu supaya

sampai pada ujung yang ditujunya. Ijtihad dalam arti luas ini – mengikuti

padangan  Harun Nasution – tidak hanya dalam lapangan hukum Islam

(fiqh). Dalam makna luas, ijtihad juga berlaku dalam lapangan politik,

ekonomi, akidah, tasawuf dan filsafat.74

Tidak sembarang orang bisa melakukan ijtihad, namun ada syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga disebut

mujtahid. Para ulama’ berbeda dalam menentukan syarat-syarat tersebut,

ada yang memperberat dan ada yang memperingan. Namun disini dikutip

syarat yang sedang saja.

Menurut Wahbah Zuhayli syarat-syarat tersebut adalah: 1)

memahami bahasa Arab dan seluk beluknya; 2). Memahami ilmu usul al-

fiqh; 3). Mengetahui ayat-ayat hukum; 4). Mengetahui hadis-hadis hukum;

5). Mengetahui masalah-masalah ijma’ dan tempat-tempatnya; 6).

Mengetahui seluk beluk qiyas.75 Sedang menurut Khalid Ramadan, syarat

73 Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Usūl al-Fiqh (t.t.: al-Rawdhah Nashr wa Tawzī’, t.t.), 21
74 Ismail Nawawi, Isu-Isu Ekonomi Islam, Buku 1 Nalar Filsafat (Jakarta: VIV Press, 2013), 186-
187
75 Wahbah al-Zuhayli, al-Wajīz fi Uṣūl al-fiqh (Beirut: Dar al-fikr al-Mu’aṣir, 1995), 233-234
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mujtahid adalah: 1) mengetahui bahasa Arab; 2) memahami al-Qur’an; 3).

Memahami hadis; 4). Memahami ilmu ushul fiqh; 5). Mengetahui ijma’;

6). Mengetahui ilmu maqāṣid al-sharī’ah; 7). Kesiapan diri untuk

berijtihad.76

Sedang tingkatan mujtahid, ulama’ juga berbeda pandangan.

Muhaimin sebagaimana dinukil Ismail Nawawi mengatakan bahwa

mujtahid terbagi dalam beberapa tingkatan: mujtahid mutlaq dan mujtahid

madhab. Mujtahid mutlaq adalah mujtahid yang mampu menggali hukum

dari sumbernya. Mujtahid mutlaq ini ada dua yaitu mujtahid mutlaq

mustaqil (mujtahid yang menyusun metode ijtihad sendiri) dan mujtahid

mutlaq muntasib, yaitu mujtahid mutlaq yang mengikuti metode ijtihad

salah satu imam. Sedang mujtahid madzhab adalah mujtahid yang mampu

mengeluarkan hukum yang tidak atau belum dikeluarkan oleh madhabnya

dengan berdasar metode ijtihad madhab tersebut. Mujtahid madhab ini

terbagi dua: mujtahid takhrīj dan mujtahid tarjīḥ.77

Sedang Khalid Ramadan membagi tingkatan mujtahid lebih

sederhana, yaitu mujtahid mutlaq dan mujtahid muqayyad. Mujtahid

muqayyad terbagi menjadi mujtahid fi al-madhab, mujtahid fi al-

mas’alah, mujtahid takhrīj dan mujtahid tarjīḥ.78

2. Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam

Para ahli hukum Islam berbeda dalam metode ijtihadnya. Lahirnya

76 Khalid ramadan, Mu’jam, 21-23
77 Ismail Nawawi, Isu-Isu Ekonomi Islam, 194
78 Khalid ramadan, Mu’jam, 23
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madhab-madhab fiqh  merupakan buah dari perbedaan metode ijtihad

tersebut. Berikut sekilas metode ijtihad yang dipegang oleh madhab-

madhab ternama.

a. Metode ijtihad madhab Hanafi

Metode ijtihad madhab Hanafi secara umum sebagai berikut: 1) al-

Qur’an; 2). Al-Sunnah; 3). Al-Athār; 4). Al-Ijma’; 5). Al-Qiyas; 6).

Al-Istiḥsān; 7). Al-‘Urf.

b. Metode ijtihad madhab Maliki

Metode ijtihad madhab Maliki secara umum sebagai berikut: 1) al-

Qur’an; 2). Al-Sunnah; 3). Al-Athār; 4). Al-Ijma’; 5). Al-Qiyas; 6).

Al-Istiḥsān; 7). Al-‘Urf. 8). Amal ahli Madinah; 9). Al-Maṣlaḥah al-

mursalah; 10). Al-Dhara’i; 11). Al-Istishāb.

c. Metode ijtihad madhab Syafi’i

Metode ijtihad madhab Syafi’i secara umum sebagai berikut: 1) al-

Qur’an; 2). Al-Sunnah; 3). Al-Athār; 4). Al-Ijma’; 5). Al-Qiyas;. Dan

pada kesempatan yang lain menggunakan juga al-Maṣlaḥah al-

mursalah dan Al-Istishāb.

d. Metode ijtihad madhab Hambali

Metode ijtihad madhab Hambali secara umum sebagai berikut: 1) al-

Qur’an; 2). Al-Sunnah; 3). Al-Ijma’; 4). Al-Qiyas; 5). Al-‘Urf. 6). Al-

Maṣlaḥah al-mursalah; 7). Al-Dhara’i; 8). Al-Istishāb; 9). Pendapat

sahabat.79

79 Ismail Nawawi, Isu-Isu Ekonomi, 200-201
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e. Metode ijtihad madhab Ẓāhiri

Madzhab beliau ini dikenal dengan nama madzhab Ẓāhiri, karena

beliau berpegang kepada dhahir Al-Quran dan As-Sunnah, tidak

menerima adanya ijma’ terkecuali ijma’ sahabat. Metode ijtihad

madhab Ẓāhiri secara umum sebagai berikut: 1) al-Qur’an; 2). Al-

Sunnah; 3). Ijma’ sahabat; 4). Al-Dalil, yaitu setiap perkara yang

diambil dari ijma’ atau nash yang dapat dipahami maknanya secara

langsung dari lafaznya dan bukan membawa keduanya kepada makna

lain karena adanya illat. Menurut sebagian ulama’, dasar keempat ini

sama saja dengan dasar ketiga, sehingga menurut mereka sumber

hukum madzhab Ẓāhiri hanya tiga :al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’

sahabat. 80

Tabel. 2.2
Metode ijtihad ulama’ Madhhab

No Madhhab Sumber hukum
1 Hanafi 1) al-Qur’an

2). Al-Sunnah
3). Al-Athār
4). Al-Ijma’
5). Al-Qiyas
6). Al-Istiḥsān
7). Al-‘Urf.

2 Maliki 1) al-Qur’an
2). Al-Sunnah
3). Al-Athār
4). Al-Ijma’
5). Al-Qiyas
6). Al-Istiḥsān
7). Al-‘Urf.
8). Amal ahli Madinah

80 Lihat misalnya : Hasbi sh Shiddieqy, Pokok-pokok pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Toha
Putra, 1997), 560-565



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86

9). Al-Maṣlaḥah al-mursalah
10). Al-Dhara’i
11). Al-Istishāb.

3 Syafi’i 1) al-Qur’an
2). Al-Sunnah
3). Al-Athār
4). Al-Ijma’
5). Al-Qiyas
Terkadang memakai Al-Maṣlaḥah al-
mursalah dan al-Istishāb.

4 Hambali 1) al-Qur’an
2). Al-Sunnah
3).  Al-Ijma’
4). Al-Qiyas
5). Al-‘urf
6). Al-Maṣlaḥah al-mursalah
7). Al-Dhara’i
8). Al-Istishāb.
9). Pendapat sahabat

5 Ẓāhiri 1) al-Qur’an
2). Al-Sunnah
3).  Al-Ijma’ Sahabat
4. Dalil

3. Prinsip Dasar Kebijakan pengupahan dalam Islam

Kemaslahatan dan maqāṣid al-Sharī’ah merupakan elan fital yang

menjadi landasan ijtihad pemerintah dalam mengatur ekonomi negara.

Muhammad Imārah mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam,

terutama dalam bidang politik ekonomi adalah terkait dengan

kemaslahatan yang merupakan falsafah perundang-undangan.81 Sedang

Abdul wahab Khalāf, sebagaimana dinukil oleh Muhammad Syaikhun,

mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan kaidah umum dan prinsip

dasar yang memberi ruang bagi umat Islam di setiap masa dan tempat

81 Muhammad Imārah, al-Islām wa Qaḍāyā al-‘Aṣr (Beirut: Dār al-Wahdah li al-Ṭibā’ah wa al-
Nashr, 1984), 102
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untuk mengatur urusan dunia sesuai dengan perbedaan kondisi dan

kemaslahatannya.82

Penerapan konsep maslahat dalam ekonomi memiliki ruang

lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah

umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih

luas. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya

dengan ekonomi Islam  yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru

dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu

prinsip maslahat dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan

penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang

dikategorikan sebagai manṭiqat al firāgh al tashrī`y (area yang kosong

dari tashrī` atau hukum).

Maslahat sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad

menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyāsah

iqtiṣādiyah (kebijakan ekonomi). Maslahat merupakan esensi dari

kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan

ekonomi. Kemaslahatan umum merupakan landasan muamalah, yaitu

kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata profit

motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi

konvensional. 83

Prinsip kedua yang penting bagi landasan kebijakan pemerintah

82 Muhammad Syaikhun, al-Fikr al-Iqtiṣādy Li al-Ḥarakah al-Islāmiyah al-Mu’āṣirah (Malang:
UIN Maliki Press, 2012), 222-223
83 Agustianto, Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi, dalam
http://www.iqtishadconsulting.com/?p=109 diakses pada 20 September 2012
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adalah sad al-dharī’ah. Prinsip ini merupakan salah satu sumber hukum

menurut madzhab Maliki dan Hambali, sedangkan Syafi’i dan Hanafi

mengambilnya sebagai sumber hukum pada sebagian kondisi dan

mengingkari penggunaannya pada kondisi-kondisi yang lain. 84

Sayyid Qutb menegaskan bahwa pertimbangan Sad al-dharī’ah

adalah pemikiran tentang sarana-sarana perbuatan, atau perbuatan yang

menjadi sarana bagi tujuan dan kepentingan umum masyarakat, maka sarana-

sarana tersebut adalah diperlukan pada kadar yang sesuai dengan tujuan dan

kepentingan masyarakat tersebut. Tapi bila sarana-sarana tersebut mengarah

kepada kerusakan, maka ia adalah haram, sejalan dengan keharaman

kerusakan tersebut, walaupun kadar haramnya lebih rendah. Pandangan

terhadap sarana-sarana ini tidak tertuju kepada tujuan dan niat perbuatannya,

tetapi pada efek dan akibat yang dihasilkannya.

Perbuatan seseorang mendapat pahala atau siksa di akherat berdasar

pada niatnya, tetapi kebaikan atau keburukan suatu perbuatan diukur dari

akibat atau hasilnya. Sebagaimana akibat perbuatan itu juga yang menjadi

pertimbangan apakah ia bisa diteruskan ataua dicegah. Karena dunia ini akan

tetap tegak dengan baik atas dasar kemaslahatan dan keadilan. Keadilan

menuntut adanya tinjauan suatu perbuatan berdasar efek yang ditimbulkan,

bukan berdasar niat dan tujuan pelakunya. Karena itulah Allah swt melarang

kaum muslimin mencela berhala yang disembah orang musyrik, sebagaimana

firman-Nya:

84 Ibid., 110
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Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan
Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS: 6: 108) 85

Sayyid Qutb mengatakan bahwa pertimbangan larangan Allah swt

dalam ayat di atas adalah akibat yang akan terjadi dari perbuatan, bukan niat

yang mendasarinya. Kalau pertimbangannya tidak berdasarkan efeknya, tentu

perbuatan itu akan dibolehkan, sebab ia merupakan ekspresi dari keimanan si

pengucap dan wujud kebencian terhadap kemusyrikan.86

Prinsip maslahat dan Sad al-dharī’ah dalam pemakaiannya dalam

ruang lingkup yang luas, memberikan kepada pemerintah wewenang yang

mutlak untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam berbagai

bidang sosial, politik dan ekonomi. Wewenang ini bisa berbentuk

pembebanan kewajiban terhadap orang-orang kaya untuk memberikan

sebagian hartanya sebagai pajak kepada negara ketika dibutuhkan, membatasi

kepemilikan individu demi mengatasi kesenjangan sosial, menetapkan harga

dan upah kaum pekerja, serta kebijakan-kebijakan lain.

85 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 112
86 Sayyid  Qutb, al-‘Adālah al-Ijtimā’iyah fī al-Islām (Kairo: Dār al-Shurūq, 1995), 196-197


